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ABSTRAK 
MARIA YULMINA SIA (B11113013), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Perjudian di Kota Maumere (Tahun 2013-2016). Dibimbing 
oleh Pak Syamsuddin Muchtar dan Ibu Haeranah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian Kupon Putih dan cara 
mencegah dan menanggulangi kejahatan perjudian Kupon Putih  ini. 
 Penelitian ini dilakukan di Kota Maumere, yaitu Polres Sikka, 
Kejaksaan Negeri Maumere, dan Pengadilan Negeri Maumere dengan 
mengambil data terkait kasus perjudian, khususnya judi Kupon Putih untuk 
dianalis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan. Disamping itu, juga 
dilakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kasat Reskrim 
Polres Sikka, Jaksa Penuntut Umum, dan Ketua Pengadilan Maumere.  
 Hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan perjudian Kupon Putih di Kota Maumere adalah faktor kurangnya 
lapangan pekerjaan, faktor lingkungan, faktor iseng atau coba-coba, dan 
faktor pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi kejahatan perjudian yaitu dilakukan upaya peventif dan 
upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan penyuluhan 
hukum kepada masyarakat dan dengan melakukan razia. Upaya represif 
dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan dan proses 
persidangan terhadap terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang termaktub 
dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sebagai Negara hukum, 
Indonesia ingin menegakkan supremasi hukumnnya dalam segala 
aspek kehidupan dan melaksanakan tujuan Negara Indonesia yang 
terdapat dari Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlaraskan 
Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut , maka kedudukan 
hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. 
Di era globalisasi sekarang ini, masalah kriminalitas sudah 
merupakan penyakit sosial yang terjadi dimasyarakat. Tingkat 
kriminalitas baik yang ada diperkotaan maupun yang ada 
dipedesaan semakin meningkat karena relatif interaktif dengan 
sebab kejahatannya. Perkembangan teknologi dan ilmu 
pengetahuan turut pula membawa perkembangan masyarakat 
terhadap pola berpikir, bertidak, dan bersikap. Perubahan-
perubahan inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan 
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penilaian terhadap suatu tingkah laku masyarakat berubah. 
Akibatnya penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan yang 
lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi 
ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial ini 
merupakan suatu kejahatan yang berbahaya bagi kesejahteraan 
masyarakat. 
Masalah sosial yang dihadapi masyarakat menyebabkan 
terjadinya kesenjangan antara norma-norma yang berlaku 
dimasyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Masalah ini 
merupakan problema sosial jika mempunyai  akibat negatif dalam 
pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial 
tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, 
sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Suatu 
akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya, apabila hal tersebut 
tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum 
khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius 
dalam menangani kejahatan khususnya tindak pidana  perjudian 
yang terjadi dimana-mana. 
Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun 
hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai 
macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak 
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dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan 
maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, 
perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang 
meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 
Undang-Undang N'omor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian 
sebagai kejahatan. 
Perjudian adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu 
pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang 
taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk 
permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, 
dan judi meliputi segala macam pertaruhan yang tidak ikut dalam 
perlombaan tersebut, termasuk segala macam pertaruhan lainnya. 
Dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan 
masyarakat. 
Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah 
begitu demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, 
baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-
sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung permissif 
dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang 
wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di 
berbagai tempat sekaang ini, khususnya di Kota Maumere banyak 
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terjadi perjudian yang dilakukan oleh orang dewasa, ibu rumah 
tangga, bahkan anak-anak sekolah.  
Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan 
perjudian mempunyai pengaruh yang negativf dan merugikan 
terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap 
generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit 
masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu 
diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan 
perjudian. Perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan 
terhindarnya efek-efek negatif yang lebih parah yang akhirnya 
dapat berhenti melakukan perjudian. 
Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga 
sekarang ini yang masih marak dilakukan masyarakat adalah judi 
Kupon Putih, yang biasa disebut juga lotto buntut (lotere totalisator 
buntut) dan togel (totok gelap). Perjudian ini menyentuh semua 
kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, golongan menengah 
kebawah, bahkan sampai kepada aparat penegak hukum itu 
sendiri. Perjudian tersebut secara terang-terangan dilakukan dari 
rumah ke rumah, pasar-pasar, bahkan dipinggir jalan. Seringkali 
ada yang ditangkap, namun beberapa hari kemudian dilepas 
kembali. Ada juga yang diproses secara hukum hingga sampai 
kepengadilan namun hanya dijatuhi vonis beberapa bulan. 
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Dalam kenyataanya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan 
di masyarakat kita, hal ini tidak terlepas karena adat dan kebiasaan 
tiap masyarakat daerah kita, seperti dalam acara pernikahan dan 
pesta-pesta perayaan lainnya. Masyarakat dalam hal terjadinya 
tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak iktu berjudi tapi 
mengetahui ada perjudian disekitarnya seharusnya mereka ikut 
serta dalam pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu 
dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini 
bisa ditangkap dan ditindak pidana perjudian dapat dihilangkan 
agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan 
bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan 
dampak negative perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan 
perjudian tetapi bersama-sama dan bekerja sama untuk 
memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya. 
Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit dalam 
masyarakat, maka perlu upaya` yang sungguh-sungguh dan 
sistematis, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga dari 
kesadaran hukum dan partisipasi msyarakat untuk bersama-sama 
saling menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. 
Melihat fakta yang ada di Kota Maumere , bahwa kejahatan 
perjudian yang sampai di Pengadilan dan telah mendapat putusan 
tercatat di tahun 2013 1 (satu) kasus kejahatan perjudian, di tahun 
2014 terdapat 17 (tujuh belas) kasus kejahatan perjudian, di tahun 
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2015 terdapat 12 (dua belas) kasus kejahatan perjudian, dan di 
tahun 2016 sampai pada bulan September  terdapat 9 (sembilan) 
kasus kejahatan perjudian. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 
kecenderungan secara fluktuatif dalam masyarakat untuk 
melakukan tindak pidana perjudian karena proses hukum terhadap 
para pelaku tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum yang 
berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang 
bertentangan dengan hukum di negara kita. Disamping itu, dalam 
kenyataannya masyarakat kurang peduli akan tindak pidana 
perjudian yang terjadi dilingkungannya, mereka memilih diam dan 
tidak ada tindakan hukum yang seharusnya ada dan dilakukan 
yaitu dengan menindak agar perjudian tersebut dapat dihilangkan 
dan para penjudi bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. 
Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana hukum itu 
sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita hukum yang 
diharapkan. 
Menurut perspektif hukum, tindak pidana perjudian ini sangat 
tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu yang 
diatur dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 
tentang Penertiban Perjudian. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
perjudianmerupakan penyakit masyarakat yang bertentangan 
dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan serta 
norma kesusilaan..oleh karena itu, penulis sangat tertarik 
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mengangkat judul skripsi tentang “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Perjudian Kupon Putih (Studi Kasus di 
Kota Maumere (2013-2016)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka 
rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
perjudian Kupon Putih di Kota Maumere? 
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan 
terhadap kejahatan perjudian Kupon Putih di Kota Maumere? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
perjudian Kupon Putih di Kota Maumere. 
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan dan 
penanggulangan terhadap kejahatan perjudian Kupon Putih di 
Kota Maumere. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini 
adalah: 
1. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum, baik dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi. 
2. Menjadi manfaat atau bahan masukan bagi para penegak 
hukum dalam mengambil langkah-langkah dalam mencegah 
dan menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana 
perjudian. 
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 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian-Pengertian 
1. Kriminologi 
Kriminologi mulai dikenal pada abad ke-19 sebagai ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan, yaitu sejak dikemukakannya 
hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) tentang teori 
atavisme dan tipe kejahatan serta teori mengenai hubungan 
sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferry yang melihat 
kejahatan sebagai gejala sosial. Namun jauh sebelumnya, 
usaha untuk memahami kejahatan telah berabad-abad 
dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal, yaitu Plato yang dalam 
bukunya Republice, menyatakan antara lain bahwa emas, 
manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. 
Aristoteles (382-322 SM) menyatakan bahwa kemiskinan 
menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, dan Thomas 
Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya 
tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan.  Kriminologi yang 
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pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
sebab musabab dari kejahatan. 
Secara etimologi,  kriminologi berasal dari kata crimen 
yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. 
Jadi kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang 
kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. 
Topinand (1879), seorang ahli antropologi Perancis dimana 
sebelumnya menggunakan istilah antropologi criminal. 
Menurut Bonger1 yang memberikan definisi kriminologi 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya. 
Menurut E.H. Sutherland2, yang menyatakan bahwa 
kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas 
kejahatan sebagai suatu gejala sosial. 
Menurut Abdulsyani3, yang memberikan definisi bahwa 
kriminologi dianggap sebagai bagian dari science yang dengan 
penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-
fakta kriminologi dipandangnya suatu istilah global untuk suatu 
lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan 
                                                          
1 Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm. 3. 
2 Ibid, hlm. 4. 
3 Abdulsyani, 1987, Sosiologi, Remaja Karya, Bandung, Hlm. 9. 
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beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang 
ahli saja.  
Wood4, mengemukakan pendapatnya tentang kriminologi 
sebagai berikut: 
Kriminologi adalah seluruh pengetahuan yang didasarkan 
pada teori pengalaman yang berhubungan dengan 
kejahatan dan penjahat termasuk reaksi-reaksi 
masyarakat atas kejahatan dan penjahat. 
 
Wolfgang dan Jonhston5, memberikan definisi kriminologi 
sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 
tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal 
yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta 
reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek tertentu suatu 
kriminologi meliputi: 
 Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
 Pelaku kejahatan, dan 
 Reaksi masyarakat yang ditujukkan baik terhadap  
perbuatan maupun terhadap pelakunya. 
 
                                                          
4 Topo Santoso dan EvaAchjani Z., 2001, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 10. 
5 Wahju Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 35. 
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Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan 
baru dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan bila ia mendapat 
reaksi dari masyarakat. 
Michael dan Adler6, mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, 
lingkungan penjahat, dan pejabat memperlakukan penjahat 
serta reaksi mesyarakat tentang kejahatan. 
J. Constant7, melihat kriminologi sebagai suatu 
pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan   
ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, baik itu berupa 
sebab-sebab terjadinya kejahatan yang timbul dari si 
pembuatnya atau pelaku kejahatan atau faktor dari lingkungan 
sekitar, bentuk-bentuk kejahatan akibat yang ditimbulkan, serta 
bagaimana cara menanggulanginya.  
Soesilo8, mengemukakan bahwa kriminologi merupakan 
sarana untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan 
dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada 
kejahatan dan kelakuan itu. 
                                                          
6 Noac Simanjutak P, 1984, Kriminologi, Tarsito, Bandung, Hlm. 27. 
7 A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, Hlm. 2. 
8 R. Soesilo, 1989, Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab Kejahatan), Politeia, Bandung, Hlm. 1. 
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Soedjono9, merumuskan pengertian kriminologi sebagai 
berikut: 
Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan 
hukum pidana, secara khusus mempelajari sebab-sebab 
terjadinya kejahatan dan sekaligus mencari upaya 
penanggulangannya dapat ditinjau dari segi etimologi dan 
terminologi. 
 
Dalam kamus istilah aneka hukum yang disusun oleh C. 
S. T Kansil, dengan Christine S. T. Kansil10, kriminologi adalah 
ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari 
kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya sedangkan 
kriminologi sosial adalah ilmu yang mempelajari kriminalitas 
(kejahatan) sebagai gejala masyarakat. 
Kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau 
sesuatu yang tidak disengaja yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat, dan menandakan ciri dari masyarakat yang 
dinamis. 
Kejahatan merupakan akibat ketidakmerataan 
kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta adanya perubahan-
perubahan ekonomi dan politik, yang menyebabkan terjadinya 
perilaku menyimpang yang ditandai dengan norma, aturan dan 
                                                          
9 D. Soedjono, 1983, Kriminologi Suatu Pengantar, Gahlia Indonesia, Jakarta, Hlm. 4. 
10 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2000, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka Sinar Harapan. 
Jakarta, Hlm. 229. 
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hukum dalam  masyarakatnya dilanggar serta lembaga yang 
berfungsi menegakkan norma-norma  dan memberikan 
hukuman bagi pelanggarnya. 
Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu 
perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. 
Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan-
batasan Undang-Undang artinya ada perbuatan-perbuatan 
tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai kejahatan, 
tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan 
atau dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. 
Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara 
delik hukum khususnya tindak pidana yang disebut kejahatan 
(Buku II KUHP) dan delik Undang-Undang yang berupa 
pelanggaran (Buku III KUHP). Mengenai perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran dewasa ini banyak dipertanyakan 
orang yaitu apakah semua tindak pidana itu sebenarnya 
merupakan kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut oleh 
Undang-Undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan (tindak 
pidana). Dalam RKUHP sudah tidak ada perbedaan istilah 
kejahatan (mal per se) dan istilah pelanggaran (mal prohibita), 
hanya mengenal satu istilah yaitu Tindak Pidana. 
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Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi 
masuk dan dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial, yang 
mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan di masyarakat dan 
juga sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dalam 
pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus 
memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua 
kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan 
demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat 
yang merugikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat 
secara keseluruhan. 
2. Kejahatan 
Tindak pidana (delik) adalah suatu tindakan atau 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana 
disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barangsiapa  yang melanggar larangan tersebut. Tindak 
pidana terdiri dari unsur-unsur yang bersifat objektif dan 
subyektif. 
a. Unsur-unsur yang bersifat obyektif, yang meliputi:  
- Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau 
suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan 
pelanggaran pidana. Perbuatan positif yang dimaksudkan 
disini misalanya: mencuri (Pasal 362 KUHP), 
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penggelapan (Pasal 372 KUHP), membunuh (Pasal 338), 
dan sebagainya. Sedangkan perbuatan negatif misalnya 
membiarkan orang dalam sengsara, sedangkan ia 
berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan 
kepadanya (Pasal 304 KUHP). 
- Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan-
kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana 
itu perlu ada supaya dapat dihukum. Akibat ini ada timbul 
seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya 
dalam kasus pencurian, dimana hilangnya barang 
seketika dengan perbuatan mengambil. Akan tetapi ada 
juga yang timbul selang beberapa waktu, kadang-kadang 
berbeda tempat dan waktu dengan pada saat perbuatan 
itu dilakukan, misalnya dalam kasus pembunuhan yang 
terjadi di tempat dan waktu tertentu, akan tetapi matinya 
(akibat) orang itu baru terjadi selang beberapa hari dan 
ditempat yang lain. 
- Keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini bisa jadi 
terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya 
dalam Pasal 362 KUHP keadaan :”bahwa yang dicuri itu 
kepunyaan orang lain” adalah saat keadaan yang 
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terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu 
dilakukan. Dan bisa juga keadaan tiu timbul setelah 
perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 
KUHP, dimana keadaanya: “jika orang itu jadi membunuh 
diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan 
bunuh diri itu dilakukan. 
- Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. 
Perbuatan itu dianggap melawan hukum jika 
bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa 
norma hukum pidana maka unsur melawan hukum ini 
dituliskan tersendiri dengan tegas didalam satu pasal, 
misalnya Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang 
itu dengan melawan hukum”. Sifat dapat dihukum artinya 
bahwa perbuatan itu harus diancam dengan hukuman, 
oleh suatu pidana yang tertentu. Sifat dapat dihukum ini 
dapat hilang jika perbuatan itu walaupun telah diancam 
hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan 
dalam keadaan-keadaan yang membebaskannya, 
misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, 
Pasal 51 KUHP. 
b. Yang dimaksudkan dengan unsur subyektif adalah 
kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma 
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pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada  pelanggar. Hanya orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, 
jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang 
kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan arena itu 
tidak dapat dipersalahkan.11 
 
3.  Penjahat 
Menurut R. Susilo (yuridis) 12, mengartikan kejahatan 
sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan 
dengan Undang-Undang. Berhubungan dengan kejahatan 
tersebut bertentangan dengan peraturan atau Undang-Undang, 
maka peraturan atau Undang-Undang tersebut harus dibuat 
lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa 
tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. 
Asas ini disebut “nullum deliktum poena siane proviea” tertera 
dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan 
boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana 
dalam undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu. 
                                                          
11 Teguh Prasetya, 2013, Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 16-18. 
12 http://mardaniijaya.blogspot.co.id.2012/09/pengertian dan unsur-unsur kejahatan/html diakses 
tanggal 6 Oktober 2016 
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 Bonger, menyatakan bahwa kejahatan merupakan 
perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari 
Negara berupa pemberian penderitaan dan kemudian sebagai 
reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) 
mengenai kejahatan. 
Van Bemmelen.13, merumuskan kejahatan sebagai 
berikut:  
Tiap kelakukan yang bersifat merugikan, yang 
menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam 
suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu 
berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya 
atas perlakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja 
diberikan karena kelakuan tersebut 
 
Sutherland14, menyatakan bahwa kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan 
dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. 
Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis, 
kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan 
oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai 
macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada 
                                                          
13 Ibid  
14 H. R. Abdussalam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, Hlm. 15 
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didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang 
sama.15 
Menurut J. E. Sahetapy16, menyatakan bahwa kejahatan 
adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) 
yang dalam pelaksanaanya kepada puncak hakim untuk 
memberikan penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan 
kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan. 
Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari 
pembagian dibawah ini: 
1. Pengertian dari sudut pandang hukum 
Secara hukum pengertian kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai 
kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan 
suatu sanksi. 
Menurut A. S.. Alam17, menyebutkan pengertian 
kejahatan dari sudut pandang hukum, bahwa hukum 
adalah suatu perbuatan itu telah oleh suatu peraturan 
perundang-undangan atau satu aturan pidana 
                                                          
15 Topo Santoso dan Eva Achjani Z., op.cit, hlm. 13. 
16 J. E. Sahetapy, 1979, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Gahlia Indonesia, Jakarta. Hlm. 11. 
17 A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm. 9. 
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Dalam pengertian sehari-hari, kejahatan dalam sudut 
pandang hukum merupakan tingkah laku atau perbuatan yang 
jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu 
adalah jahat, seperti perjudian, penadahan, pemerkosaan, dan 
lain-lain yang dilakukan oleh manusia. 
2. Pengertian dari sudut pandang sosiologi 
Sosiologi berpendapat bahwa, kejahatan disebabkan 
karena kondisi-kondisi dan proses sosial yang sama, 
yang menghasilkan perilku-perilaku sosial lainnya. 
Analisis terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses 
tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama 
terdapat hubungan antara variasi angka dengan variasi 
organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut 
terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, 
golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok 
sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan 
proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta 
pertentangan kebudanyaan, sosial politik, agama, 
ekonomi, dan seterusnya. Kedua, para sosiolog berusaha 
untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan 
seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial 
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psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa 
bentuk proses seperti imitasi, kosepsi, pelaksanaan 
peranan sosial, asosiasi deferentasial, kompensasi, 
identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang 
agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan 
seseorang menjadi penjahat. 
  Dari beberapa definisi  tentang kejahatan diatas, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur dari kejahatan 
adalah perbuatan yang dilakukan disengaja, perbuatan 
merugikan orang lain, perbuatan yang mengakibatkan timbulnya 
kejengkelan dalam masyarakat.  
Pengertian penjahat itu sendiri adalah orang yang sudah 
seringkali dipidana karena perbuatan pidana. Tetapi tidak 
semua pelaku kejahatan merupakan penjahat, sekalipun 
perkaranya telah divonis oleh hakim. Seorang penjahat dalam 
kehidupannya sehari-hari yang menjadi rancangan pikiran dan 
jiwanya hanyalah untuk melakukan suatu kejahatan. Perbuatan-
perbuatan yang dilakukan ini tergolong dalam delict dolus 
(karena kesengajaan), sementara pelaku kejahata pada 
umumnya dikategorikan sebagai delict culpa  (karena 
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lalainya/salahnya), contohnya jelas dinyatakan dalam Pasal 359 
dan 360 KUHP. 
Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi 
positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan 
pelaku kejahatan. Dimana perbedaan ada pada aspek biologis, 
psikologis maupun sosial-kultural. Oleh karena itu dalam 
mencari sebab-sebab kejahatan, biasa dilakukan terhadap 
narapidana, dengan cara mencari pada cirri-ciri biologiknya 
(determinist biologik) dan aspek cultural (determinist cultural). 
Ahli penyelidikan sebab-sebab kejahatan yang terkenal 
adalah Lambrosso. Ia telah menyelidiki banyak tengkorak-
tengkorak dari penjahat-penjahat. Dan dari hasil penelitian itu 
menarik kesimpulan, bahwa penjahat itu mempunyai banyak 
sekali sifat-sifat terutama badaniah yang menyimpang daripada 
orang-orang biasa, misalnya mata kecil dan cekung, dahi 
miring, bentuk tengkorak yang ajaib dan sebagainya, 
pendeknya bentuk biologis dan anatomis yang menyimpang.  
Berdasarkan penelitiannya ini, Lambrosso18 
mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yaitu: 
                                                          
18 Topo Santoso dan Eva Achjani Z., op.cit, hlm. 22. 
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1) Born criminal yaitu orang berdasarkan pada doktri 
atavisme tersebut, 
2) Insane criminal yaitu orang-orang yang tergolong 
kedalam kelompok idiot, embisiil atau paranoid, 
3) Occasional criminal atau criminaloid yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus 
sehingga mempengaruhi pribadinya, dan 
4) Criminals of passion yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena 
kehormatan. 
 
Namun, aliran Lambroso ini kemudian mendapat 
tantangan dari Lacassaqne yang mengemukakan bahwa faktor 
satu-satunya yang menyebabkan orang melakukan kejahatan 
adalah milieu (lingkungan) buruk ditengan orang itu hidup.19 
Pengertian penjahat dari aspek yuridis, bahwa penjahat 
adalah seseorang yang melanggar aturan atau Undang-Undang 
pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi 
hukuman. Selama sebelum dijatuhi hukuman, maka seseorang 
belum dianggap sebagai penjahat. Asas ini disebut presumption 
of innocence sebagaiman termuat dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman RI (asas praduga tak bersalah).20 
 
 
                                                          
19 Ibid. 
20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman RI (asas 
praduga tak bersalah) 
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4. Perjudian 
Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah 
perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan 
moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan 
Negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian 
mempunyai dampak negatif, merugikan moral dan mental 
masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, 
judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan 
timbulnya judi tersebut sudah adanya peradaban manusia. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia21, judi atau 
permainan “judi” atau “perjudian” adalah “permainan dengan 
memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah 
“mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan 
tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 
sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau 
harta semula”. 
Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam Bahasa 
Belanda, menyebutkan bahwa “Hazardspel atau kata lain 
kasspel, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang 
dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.22 
                                                          
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989. 
22 Saleh Adiwinata, 1983, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 186. 
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Menurut Dali Mutarani23, dalam tafsiran KUHP 
menyatakan sebagai berikut: 
“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian 
yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah 
menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain 
pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam 
perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang 
yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, 
misalnya totalisator dan lain-lain”. 
 
Perjudian menurut Kartini Kartono24, adalah: 
pertaruhan dengan sengaja, yaitu mepertaruhkan satu 
nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan 
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu 
pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, 
perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti 
hasilnya. 
 
 Sedangkan perjudian menurut KUHP25 dalam Pasal 303 
ayat (3) yang diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang 
disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana 
pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung 
pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih 
terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya. 
                                                          
23 Dali Mutarani, 1962, Tafsiran KUHP, Restu Agung, Jakarta, Hlm. 220 
24 Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 56 
25 R. Soesilo, 1995, KUHPidana, Politeia, Bandung. 
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Pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua 
tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan pada 
Pasal 2 dinyatakan26,: 
1. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (i) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi 
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau 
denda sebanyak-banyaknyan dua puluh lima juta rupiah. 
2. Mengubah ancaman hukum dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan 
selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman 
penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-
banyaknya sepuluh juta rupiah. 
3. Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman 
kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman 
                                                          
26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 
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penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-
banyaknya lima belas juta rupiah. 
Masalah judi ataupun perjudian yang semakin merajalela 
dan merusak sampai ketingkat masyarakat yang paling bawah 
sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi 
dianggap masalah sepele. Berkaitan dengan masalah ini, 
perjudian merupakan kejahatan yang menjadi kewajiban semua 
pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai 
ketingkat yang paling tinggi. 
Erwin Mapaseng27, dalam sebuah dialog mengenai 
upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa: 
“praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi 
tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek 
permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas 
bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian 
hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi 
wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam 
persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu 
menangkap Bandar kelas teri. Padahal masyarakat 
sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada 
petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.. 
 
Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan 
yang paling meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh 
ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu 
membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, 
                                                          
27 Erwin mapaseng, 2009, Upaya Pemberantasan Perjudian, Harian Kompas, Hlm. 5 
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menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, 
nafsu yang kuat untuk betah bermain. Ketegangan akan makin 
memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistis 
pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini 
tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah 
waktu) pada abad mesin sekarang tidak urung masih banyak 
melekat pulal pada orang-orang modern zaman sekarang, 
sehingga nafsu untuk berjudi tidak terkendali, dan jadilah 
mereka penjudi-penjudi professional yang tidak mengenal akan 
rasa jera.  
 
B. Perjudian dalam Perspektif Hukum 
Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu 
tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat.  Sehubungan 
dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 
tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana 
perjudian sebagai kejahatan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang 
Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian digolongkan menjadi 3 
(tiga) yaitu28: 
                                                          
28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian 
30 
 
1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Raulette, Blackjack, 
Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, 
Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, 
Chuc a Luck, Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau pap 
yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa 
Hwa serta Kiu-Kiu. 
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ 
bulu ayam pada sasaran atau papa yang berputar (Paseran), 
lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak 
sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, 
adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, 
pacu anjing, kailai, mayong/macak, dan erek-erek 
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari 
adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda,  karapan sapi, adu  
domba/kambing. 
Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 
ayat (3) KUHP sebagai berikut: “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-
tiap permaian yang mendasarkan pengaharapan buat menang pada 
umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 
pengharapan itu bisa jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang 
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keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh 
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya”. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah 
cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 
tahun atau pidana denda sebanyak-banyak Rp. 25.000.000,- (Dua 
puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1974, menyebutkan29.: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa 
tanpa mendapat ijin: 
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata 
pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu 
perusahaan untuk itu. 
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 
peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. 
                                                          
29Lihat Pasal 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 
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3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai 
pencaharian. 
2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 
menjalankan pencaharian itu 
Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa 
kelemahan. Adapun beberapa kelemahan tersebut, ialah: pertama, 
perundang-undangan hanya perjudian yang dijadikan mata 
pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang 
bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum 
yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. 
Kedua, perundang-undangan hanya mengatur batas maksimal 
hukuman, tetapi tidak mengatur batas minimal hukuman, sehingga 
dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya 
sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. 
Ketiga, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 hanya dikenakan terhadap 
perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau 
ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat 
dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa 
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ini sangat Mungkin disalah gunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang. 
Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit 
masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, 
tidak hanya dari pemerintah dan dari aparat hukum saja, tetapi juga 
dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-
sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. 
 
C. Jenis-Jenis Perjudian 
Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan 
menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. 
Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, 
dan sepak bola. Juga pacua-pacuan, misalnya: pacuan kuda, anjing 
balap, biri-biri, dan kerapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan 
tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang 
menyenangkan untuk menghibur diri sebagi pelepas ketegangan 
sesudah bekerja. Dikemudian hari diitambahkan elemen pertaruhan 
guna memeberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan 
pertandingan. Disamping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan 
34 
 
keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok 
tertentu. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang 
Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian digolongkan menjadi 3 
(tiga) yaitu30: 
1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Raulette, Blackjack, 
Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, 
Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, 
Chuc a Luck, Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau 
papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, 
Hwa Hwa serta Kiu-Kiu. 
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ 
bulu ayam pada sasaran atau papa yang berputar (Paseran), 
lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak 
sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, 
adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, 
pacu anjing, kailai, mayong/macak, dan erek-erek. 
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari 
adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda,  karapan sapi, adu  
domba/kambing. 
                                                          
30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian 
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Salah satu jenis perjudian adalah judi Kupon Putih atau yang biasa 
disebut dengan lotto buntut (lotere totalisator buntut) atau judi togel 
(totok gelap), istilah Kupon Putih (togel/judi buntut) telah sering 
dipergunakan oleh para pelaku maupun aparat penegak hukum sejak 
tahun 1969. Pada saat itu beberapa provinsi di wilayah Indonesia 
memberikan izin resmi kepada pihak lain untuk mengadakan jenis 
permainan yang disebut lotto (lottere totalisator). Lotto tersebut 
memiliki 49 nomor tebakan (dari angka 1-49) dan bagi pemain yang 
berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan kelipatan 35 dari 
besarnya jumlah taruhan. Undian ini setiap malam hari akan diundi 
didalam suatu tromol kaca dan dilakukan didepan umum serta 
disaksikan oleh para pejabat daerah maupun instansi lain yang terkait. 
Jenis permainan lotto ini besarnya taruhan minimal Rp. 100,-. 
Kesempatan inilah yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu 
(Bandar gelap) untuk melakukan praktek penjualan kupon diatas 
kertas putih dan dapat menerima taruhan dibawah Rp 100,- dengan 
mengikuti pemutaran atau undian yang resmi. Pelaksanaan permainan 
lotto (resmi) ini berlangsung hingga pada tahun 1972. Sering dengan 
itu maka mulailah populer istilah Kupon Putih (togel/judi buntut) 
dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Dan kemudian 
terbitlah Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian Nomor 7 
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Tahun 1974 yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam 
bentuk apapun juga merupakan suatu kejahatan. 
 Pada tahun 1995 isitilah Kupon Putih muncul kembali 
bersamaan dengan adanya undian yang disebut SDSB (Sumbangan 
Dana Sosial Berhadiah) dengan mengundi 4 (empat) angka berturut-
turut. Undian ini bersifat resmi dilakukan oleh pemerintah dibawah 
naungan Departemen Sosial. Untuk setiap pembelian kupon berhadiah 
senialai Rp 1000 bila menjadi pemenang akan mendapat hadiah 
sebesar Rp 1.250.00,-. Namun disamping kegiatan tersebut, maka 
oknum-oknum tertentu kembali melakukan aksinya dengan membuka 
penjualan judi buntut dengan tebakan 2 (dua) angka, maka istilah 
Kupon Putih semakin populer. Namun undian SDSB tersebut berakhir 
pada tahun 1996. Pada tahun 1997, para Bandar gelap Kupon Putih 
mulai membuka kembali kegiatannya dengan mengikuti Singapore 
Pools.  Singapore Pools sendiri merupakan togel singapura yang 
merupakan  salah satu pelopor togel yang paling populer di 
masyarakat Indonesia, dimana Singapore Pools digunakan untuk 
memberikan jalan hukum sebelum berlangsungnya perjudian legal di 
Singapura untuk melawan sindikat perjudian ilegal, dan memberikan 
penghasilan yang berlebih terhadap tujuan mulia yaitu untuk  melayani 
kebutuhan masyarakat.  
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D. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan 
Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori, yaitu 
sebagai berikut31: 
1. Teori psikogenesis (Psikogenesis dan psikiatris), menekankan 
sebab timbulnya tingkah laku yang menyimpang dari seseorang 
dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor 
kepribadian, intelegensia, konflik batin, emosi, dan mitifasi 
seseorang. 
2. Teori biologis, mengemukakan batasan tentang penyebab 
terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan 
seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmani 
sesorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa 
kecenderungan utnuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, 
dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini 
bahwa sususnan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang 
terpisah dari pola-pola kebudayaan  si pelaku bagaimanapun 
keadaan lingkungan sosialnya itu. 
3. Teori sosiogenesis, menekankan pada tingkah laku menyimpang 
dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang 
dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat 
mendominasi struktur lembaga dan peranan terhadap setiap 
individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun 
terhadap dirinya sendiri. 
4. Teori subkultur, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger. 
Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain (Mazhab lingkungan), 
memandang faktor-faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan 
seperti: 
a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya 
kejahatan; 
b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh; 
c. Lingkungan ekonomi; dan 
d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. 
Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang 
merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas 
                                                          
31 Kartini Kartono, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 25. 
38 
 
dari lingkungan familiar, tetangga, masyarakat yang didiami oleh orang 
tersebut. 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa dihadapi 
setiap masyarakat didunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya 
dirasakan sengat meresahkan, disamping itu juga mengganggu 
ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu 
masyarakat diharapkan berupaya semaksimal Mungkin untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut. 
Upaya penanggulang kejahatan, telah dan terus dilakukan oleh 
pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan 
telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan 
efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 
Upaya penanggulangan kejahatan dilakaukan secara empirik, 
terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Menurut A.S. Alam32, bahwa: 
Yang dimaksud upaya pre-emtif ialah upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang.Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
                                                          
32 A.S.Alam, Op. Cit hlm. 30 
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pelanggaran/kejahatan tapi tdak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari  
teori NKK, yaitu niat+ kesempatan terjadi kejahatan. 
Contohnya ditengan malam pada saat lampu merah lalu 
lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mengikuti peraturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu 
itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal itu selalu terjadi 
dibanyak Negara seperti di singapura, dan kota besar lainnya 
didunia. Jadi dalam pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
Menurut Baharuddin Lopa33, bahwa: 
Langkah-kangkah preventif itu meliputi: 
1. Pengingkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat 
mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya 
akan mengurangi kejahatan, 
2. Memperbaikik sistem administrasi dan pengawasan 
untuk mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan. 
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk meratakan 
kesadaran hukum rakyat. 
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak 
hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan 
preventif. 
5. Mengikatkan ketangguhan moral serta profesionalisme 
bagi para pelaksana penegak hukum 
 
Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung 
mencegah kejahatan. 
 
 
                                                          
33 Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penengakkan Hukum, Buku Kompas, Jakarta, Hlm. 
16.. 
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3. Represif 
Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung 
menghentikan kejahatan yang sudah dimulai, kejahatan yang 
cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga 
kejahatan dapat dicegah. 
Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian 
ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. 
Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab 
setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah 
mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah 
pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. 
Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan 
adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa 
takut disebut hukuman. Hukuman yang mengakibatkan tidak 
ketahanan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuknya 
hukumannya. 
 40 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 Dalam rangka pengumpulan data yang perlu dilakukan serta 
penganalisisan terhadap data guna memecahkan masalah yang ada 
maka, digunakan metode sebagai berikut: 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Maumere. Agar karya skripsi 
ini menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang ingin  
dicapai maka perlu dilakukan penelitian di Kantor Kepolisian 
Polrestabes Kabupaten Sikka, Kejaksaan Negeri Maumere, dan 
Pengadilan Negeri Maumere. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
tempat penelitian yaitu di Kota Maumere. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, dokumen-dokumen, serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang ada relevansinya 
dengan penulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya 
jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan 
kasus ini yaitu pelaku kejahatan dan aparat penegak 
hukum.  
2. Untuk Data Sekunder, pengumpulan datanya 
dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah 
buku serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya 
dengan objek penelitian untuk dijadikan sebagai 
landasan teoritas. 
 
D. Analisis Data 
Setelah data yang diharapkan telah diperoleh dan 
dikumpulkan kemudian diteruskan dengan analisis data. Dalam 
penulisan ini metode analisis yang digunakan adalah metode 
deskriptif kualitatif analitis atau dengan menjabarkan secara 
lengkap data yang telah diperoleh ke dalam kalimat-kalimat atau 
pernyataan-pernyataan yang mudah dimengerti dan dipahami. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Modus Operandi Perjudian Kupon Putih 
Perjudian atau biasa yang disebut main judi yaitu tiap-tiap 
permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada 
umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah 
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang 
tidak diadakan oleh  mereka yang turut berlomba atau bermain, 
demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Salah satu jenis 
perjudian adalah judi Kupon Putih. Perjudian Kupon Putih ini dilakukan 
dengan  cara petaruh  mengikuti perlombaan yang diadakan di 
Singapura dan Batam. Perjudian ini dilaksanakan pada hari senin, 
rabu, kamis, sabtu dan minggu untuk Negara Singapura, sedangkan 
hari selasa dan jum’at untuk daerah Batam. Petaruh yang akan 
mengikuti perlombaan membeli kupon dari pengecer atau pengepul 
kemudian petaruh memasang angka, yaitu dari angka 1-100. Harga 
yang dibeli untuk satu angka yaitu sebesar Rp 1.000 dan jika menang 
akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 65.000, untuk dua angka 
yang dipasang  dengan harga sebesar Rp 2.000, akan mendapatkan 
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keuntungan sebesar Rp 150.000. Untuk tiga angka dengan harga 
sebesar Rp 3.000, akan mendapatkan keuntungan sebesar 
Rp.350.000, untuk empat angka yang dipasang dengan harga sebesar 
4.000, akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 750.000, dan untuk 
lima angka yang dipasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 
Rp. 1.750.000. Setelah petaruh memasang angka, kemudian angka 
tersebut diserahkan kembali kepada pengecer/pengepul. Sore harinya 
setelah menerima angka-angka yang telah dipasang petaruh, 
pengecer/pengepul melakukan rekapitulasi angka-angka. Uang yang 
telah diterima dari petaruh akan disimpan oleh pengecer/pengepul. 
Lalu malam harinya pengecer/pengepul akan menerima informasi dari 
Bandar mengenai angka-angka yang keluar, kemudian 
pengecer/pengepul akan mencocokan angka yang telah dipasang oleh 
petaruh. Apabila petaruh yang menang banyak dan uang yang ada 
pada pengecer/pengepul kurang, maka pengecer/pengepul akan 
meminta uang tambahan dari Bandar. Sedangkan petaruh yang 
menang sedikit dan uang yang ada pada pengecer/pengepul masih 
tersisa banyak, maka akan diserahkan kepada Bandar.  
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B. Data Tindak Pidana Perjudian Kupon Di Kota Maumere 
Kota maumere merupakan salah kota yang memiliki penduduk 
dengan penghasilan terendah di wilayah Timur Indonesia yang 
disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Akibatnya  banyak masalah sosial dan hukum 
yang terjadi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung 
dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan perjudian. Salah satu 
kejahatan yang telah diuraiakan pada bab sebelumnya yiatu kejahatan 
perjudian khususnya Kupon Putih yang terjadi karea disebabkan 
berbagai faktor. 
Sebelum menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan perjudian dan bagaimana tindakan yang 
dilakukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan perjudian di 
Kota Maumere, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data 
mengenai kasus kejahatan perjudian di Kota Maumere yang diperoleh 
dari instansi dan lembaga penegakkan hukum yang berada di Kota 
Maumere, yaitu Pengadilan Negeri Maumere, Kejaksaan Negeri 
Maumere, dan Polres Sikka. 
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1. Data Kejahatan Perjudian di Kota Maumere di Pengadilan 
Negeri Maumere 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari Pengadilan Negeri 
Maumere dapat dilihat kasus kejahatan perjudian dan diputus 
seperti table dibawah ini: 
Tabel 1 
Data Kasus Kejahatan Perjudian di Pengadilan Negeri 
Maumere dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 
 
 
No Tahun Diterima Diputus 
1 2013 1 1 
2 2014 17 17 
3 2015 11 11 
4 2016 9 9 
Jumlah Kasus 38 38 
Sumber Data: Pengadilan Negeri Maumere 
 Berdasarkan data pada  tabel 1, maka kasus-kasus 
kejahatan perjudian yang dip roses di Pengadilan Negeri Maumere 
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan jumlah 
sebanyak 39 kasus. 
 Menurut Supardi S.M., M.H., ketua Pengadilan Negeri 
Maumere   (wawancara 19 Desember 2016), mengatakan bahwa: 
Kasus kejahatan perjudian yang terjadi di Kota Maumere 
Mungkin banyak, namun karena kurangnya alat bukti yang 
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ada, maka tak jarang pelaku kejahatan dibebaskan dan 
bahkan tidak ditangkap meski aparat penegak hukum 
mengetahui siapa Bandar/pengepulnya. Selain itu juga, 
adanya indikasi saling membutuhkan antara aparat penegak 
hukum dengan Bandar-bandar besar sehingga untuk 
menindak kejahatan perjudian sampai tuntas terhambat. 
 
2. Data Kejahatan Perjudian di Kota Maumere di Kejaksaan 
Negeri Maumere 
Berdasarkan hasil penelitian penulisan di Kejaksaan Negeri 
Maumere dapat dilihat dari data kasus kejahatan perjudian di Kota 
Maumere seperti dalam tabel dibawah ini: 
Tabel 2 
Data Kasus Kejahatan Perjudian di Kejaksaan Negeri 
Maumere dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 
 
No Tahun Masuk Diterima Yang dilimpahkan  
ke PN 
1 2013 17 1 1 
2 2014 23 17 17 
3 2015 11 11 11 
4 2016 9 9 9 
Jumlah Kasus 60 38 38 
  Sumber Data: Kejaksaan Negeri Maumere 
 Dari data pada tabel diatas, jumlah kasus kejahatan 
perjudian di Kota Maumere yang masuk Kejaksaan Negeri 
Maumere dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 
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60 kasus, namun yang diterima dan dilimpahkan ke Pengadilan 
Negeri Maumere hanya berjumlah 38 kasus.  
 Menurut salah satu jaksa di Kejakasaan Negeri Maumer 
(wawancara 20 Desember 2016), mengatakan bahwa: 
Data kasus kejahatan yang masuk di Kejakasaan Negeri 
Maumere memang banyak namun karena berkas yang 
kurang lengkap dan kemudian dikembalikan lagi  ke 
Kepolisian menyebabkan hanya sedikit kasus yang 
diterima dan dilimpahkan oleh Kepangadilan Negeri 
Maumere. 
 
3. Data Kejahatan Perjudian di Kota Maumere di Polres Sikka 
 Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polres Sikka 
dapat dilihat data kasus kejahatan perjudian di Kota Maumere 
seperti dalam tabel dibawah ini: 
Tabel 3 
Data Kasus Kejahatan Perjudian di Polres Sikka dari tahun 
2013 sampai dengan tahun 2016 
No Tahun  Masuk  dilimpahakan 
1 2013 17 17 
2 2014 23 23 
3 2015 11 11 
4 2016 9 9 
Jumlah Kasus 60 60 
       Sumber Data: Polres Sikka 
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 Data dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kasus 
kejahatan perjudian di Kota Maumere yang diperiksa oleh Polres 
Sikka dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 60 
kasus. 
 Menurut Andri Setiawan, S.H., SIK, selaku Kepala Satuan 
Reskrim (wawancara 15 Desember 2015), mengatakan bahwa: 
 Kasus kejahatan yang ditangani/diperiksa oleh Kepolisian 
terbilang kecil bila dibandingkan dengan yang terjadi di 
masyarakat yang jauh lebih banyak lagi. Selain dari 
kurangnya alat bukti yang menyebabkan kasus kejahatan 
perjudian sulit terungkap, penyebab lainnya ialah bocornya 
informasi ketika Polisi hendak melakukan razia. Kurangnya 
pengaduan dari masyarakat yang masih menganggap 
perjudian sebagai bagian dari adat istiadat. Umunya para 
pelaku kejahatan perjudian yang ditangkat ialah 
pengecar/pengepul, sangat sulit untuk menangkap Bandar, 
karena pengecer/pengepul tidak memberikan informasi 
siapa yang menjadi Bandar kepada Kepolisian. 
  
 Selanjutnya, penulis juga melakukan penelitian dengan 
menemui dan melakukan wawancara dengan langsung kepada 
seorang yang diduga masih melakukan praktek perjudian Kupon 
putih. Menurut Yohanes Gusni, berusia 55 tahun, bekerja sebagai 
pedagang, dikenal juga sebagai seorang pengepul, yang 
beralamat di Desa Maulo’o, Kecamatan Paga (wawancara tanggal 
22 Desember 2016), yang mengatakan bahwa: 
 Selain bekerja sebagai pedagang, saya juga sebagai 
pengepul Kupon putih. Saya sudah 3 (tiga) tahun sebagai 
pengepul. Awalnya, saya diatawari oleh seseorang untuk 
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berjualan Kupon Putih, lalu saya diajari cara berjualan dan 
saya menyetujui tawaran tersebut. Keuntungan yang 
didapat sebagai pengepul yaitu sebesar 20% dari Bandar. 
Setiap putaran saya mendapatkan keuntungan sebesar 2 
juta rupiah. Setiap petaruh yang sudah memasang angka. 
Kemudian sore harinya saya melakukan rekapitulasi angka-
angka yang telah dipasang, lalu saya mengirimkannya 
kepada Bandar. Uang yang telah saya terima dari petaruh, 
saya simpan dahulu. Pada malam harinya saya 
mendapatkan informasi angka-angka yang keluar dari 
Bandar. Lalu saya mencocokan dengan angka-angka yang 
telah dipasang oleh petaruh. Apabila petaruh yang menang 
banyak dan uang yang ada pada saya sedikit, saya 
meminta lagi uang dari Bandar. Dan apabila petaruh yang 
menang sedikit dan uang yang ada pada saya masih ada, 
dan uang tersebut lalu saya kirimkan lagi kepada Bandar. 
Sejak menjadi pengepul Kupon Putih, sudah 3 (tiga) kali 
saya masuk penjara. Yang pertama satu bulan, yang kedua 
tiga bulan, dan yang ketiga  tiga bulan. Meskipun sudah 
beberapa kali masuk penjara, saya masih menjadi 
pengepul, karena keuntungan yang saya dapatkan. 
 
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Kupon 
Putih di Kota Maumere 
 Penyebab terjadinya kejahatan perjudian Kupon Putih oleh 
berbagai faktor,  tergantung dari sudut mana orang melihat dan 
dimana suatu kelompok berada. Dari hasil penelitian telah dijawab 
apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian 
Kupon Putih. Faktor tersebut antara lain; faktor kurangnya lapangan 
pekerjaan, faktor pendidikan, faktor iseng atau coba-coba, faktor 
pendidikan, dan faktor lingkungan. 
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1. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan 
 Kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Kota Maumere 
menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat menjadi 
pengangguran, akibatnya kemampuan ekonomi masyarakatnya 
menjadi rendah. Rendahnya kemampuan ekonomi yang dialami 
berbanding terbalik dengan kebutuhan hidup yang mendesak. 
Tekanan seperti inilah yang mendorong seseorang/kelompok 
untuk melakukan suatu kejahatan. Pengangguran yang 
berkepanjangan akan menimbulkan masalah psikologis yang 
buruk  kedalam diri penganggur dan keluarganya. Bila   kondisi 
terjadi maka akan melahirkan masyarakat yang memiliki mental 
yang lemah, baik cara berpikir yang lemah, sehingga 
menimbulkan pemikiran untuk mendapatkan uang dengan cara 
yang cepat dan mudah tanpa perlu kerja keras. Pemikiran yang 
seperti inilah yang membuat mereka untuk melakukan kejahatan 
perjudian, karena perjudian merupakan suatu usaha yang akan 
mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja 
keras apalagi dengan tidak adanya pekerjaan.  
  Tekanan ekonomi karena kemiskinan yang dialami oleh 
seseorang maupun kelompok masyarakat, cenderung untuk 
melakukan kejahatan, demi pemenuhan kebutuhan hidup 
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walaupun dengan cara yang bertentangan dengan hukum, norma 
agama, dan norma kesusilaan. 
Hal ini sejalan dengan pandangan Bonger34, bahwa: 
 Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu yang 
bersifat sosiologi dalam hal terjadinya kejahatan, yang 
sekarang sudah diketahui oleh umum. Tidak begitu jelas 
apakah disamping kejahatan harus juga dibedakan adanya 
kejahatan karena nafsu untuk memiliki. Harus diakui bahwa 
diantara dua golongan tersebut terdapat banyak bentuk 
peralihan tetapi tidak masuk akal jika hanya berdasarkan ini 
lalu menghindari dua golongan yang berlawanan. 
 
 Kepala Satuan Reskrim Polres Sikka (wawancara 15  Desember 
2015), mengatakan bahwa: 
Salah satu penyebab maraknya kasus kejahatan perjudian 
DI Kota Maumere, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan 
yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya banyak 
masyarakat yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan. 
Perjudian merupakan salah satu usaha yang mudah dijalani 
dan menghasilkan untung yang besar, tidak heran 
masyarakat banyak main judi.  
 
Jadi, dengan perekonomian yang lemah  akan cenderung 
melakukan kejahatan seperti perjudian demi memenuhi 
kebutuhan hidup baik secara pribadi maupun keluarganya. 
 
 
 
                                                          
34 Indah Sri Utari, Op. Cit, Hlm. 138 
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2. Faktor Lingkungan  
Faktor lingkungan juga menjadi faktor penyebab terjadinya 
kejahatan perjudian, faktor lingkungan memiliki pengaruh yang 
sangat besar dalam kehidupan bermasyarakatan, baik itu 
pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Seseorang yang 
melakukan kejahatannya tidaklah lepas dari pengaruh lingkungan 
yang negatif, dimana lingkungan yang ditempati ialah masyarakat 
yang cenderung melakukan kejahatan, seperti kejahatan 
perjudian. Apabila pelaku kejahatan perjudian tinggal 
dilingkungan yang gemar main judi, maka lama-kelamaan 
masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut juga akan 
terpengaruh untuk ikut dan terjerumus dalam permainan judi. 
Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, Noach35, 
berpendapat bahwa: 
Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-
kurangnya kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-
pikiran tertentu, norma-norma tingkah laku atau aturan-
aturan tingkah laku. Selama individu itu masih betah dalam 
kelompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik 
dengan para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia 
akan menyesuaikan diri sebanyak Mungkin dengan 
pikiran-pikiran norma-norma atau aturan-aturan yang 
diberikan oleh para anggota kelompok tersebut. 
 
                                                          
35   J. E. Sahetapy, Op. cit. Hlm. 32 
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   Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat 
berpengaruh terhadap karakter seseorang. Berada dilingkungan 
yang baik, maka perilaku seseorang itu akan baik juga, tetapi 
sebaliknya jika seseorang berada dalam lingkungan yang 
terbiasa dengan main judi, maka akan terpengaruh main judi 
juga. Mungkin hal inilah kejahatan perjudian itu diistilahkan 
sebagai salah satu penyakit masyarakat yang hingga saat ini 
sangat sulit diberantas. 
 
3. Faktor Iseng dan Coba-coba 
Keisengan dan coba-coba juga mempengaruhi seseorang 
untuk ikut main judi. Adanya kesempatan atau waktu kosong 
kerap kali digunakan untuk main judi. Misalnya, seorang ibu 
rumah tangga yang ikut bertaruh atau memasang nomor sambil 
beristirahat. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang ingin 
melakukan kejahatan perjudian berpikir hanya dengan sedikit 
modal saja, maka akan mendapatkan hasil yang besar, atau 
sesuai dengan keingininan yang dikehendaki. Judi membuat 
orang pada awalnya hanya mencoba saja, tetapi lama-kelamaan 
akan membuat orang selalu memiliki pengharapan, karena judi 
menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan sosial 
para pecandunya. 
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4. Faktor pendidikan 
Pendidkan sangat berpengaruh bagi pengembangan 
mental, perilaku/karakter setiap individu, baik dalam lingkungan 
keluarga maupun pendidikan formal yang dialami oleh 
seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan baik itu bersifat formal 
maupun non-formal akan sangat berpengaruh terhadap timbulnya 
kriminalitas. Hubungan kejahatan perjudian yang dilakukan 
dengan faktor pendidikan adalah karena kurangnya pendidikan 
formal dan hukum. Sehingga seseorang/kelompok tidak 
mengetahui apa yang dilakukan dan apa dampak yang 
ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena 
itulah dibutuhkan pendidikan dan pemahaman kepada setiap 
orang mengenai dampak dari perjudian dan juga bertentangan 
dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-
norma sosialnya, khususnya norma hukum. 
 
D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Aparat 
Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian di Kota Maumere 
Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya kejahatan perjudian  
di Kota Maumere seperti yang telah penulis uraikan pada bab 
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sebelumnya, maka upaya-upaya instansi yang terkait dengan ini 
dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar, yaitu: 
1. Upaya Preventif 
2. Upaya Represif 
Kejahatan perjudian merupakan kejahatan yang sudah lama 
meresahkan masyarakat dan telah banyak menyedot uang 
masyarakat. Sehingga mendorong para anggota masyarakat, pejabat 
yang berwenang bersama-sama dengan masyarakat dengan potensi 
yang memadai berupaya dengan sungguh-sungguh mengadakan 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan perjudian yaitu: 
1. Pihak Kepolisian 
Menurut Andri Setiawan, S.H., SIK, selaku Kepala Satuan 
Reskrim, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak 
kepolisisan untuk menanggulangi kejahatan perjudian adalah: 
a. Upaya Preventif 
Upaya preventif merupakan upaya penanggulangan 
yang dilakukan untuk mencegah kejahatan yang baru 
pertama kali akan dilakukan dnegan seseorang. Adapun 
upaya preventif yang dilakukan yaitu: 
 Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat 
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Arti penting penyuluhan hukum terhadap masyarakat 
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan 
pemahaman serta mendidik masyarakat supaya mereka 
mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai 
dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-
baiknya. Sistem hukum yang harus dipatuhi dan ditaati 
serta dipahami oleh masyarkat tidak hanya terbatas pada 
hukum tertulis saja akan tetapi yang lebih luas didalamnya 
hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan 
berkembang di masyarakat. 
Sebagai implikasi penyuluhan hukum dimasyarakat, 
khusunya para orang tua, pemuda, dan remaja perlu 
dilakukan sedini Mungkin dengan harapan bahwa mereka 
akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.  
 Melakukan razia 
Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, 
dalam melakukan upaya preventif dengan melakukan razia 
ke tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan perjudian. 
Razia ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan 
kejahatan perjudian, mengingat Kota Maumere merupakan 
daerah yang sering terjadi kejahatan. 
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b. Upaya Represif 
Upaya represif merupakan upaya penanggulangan 
kejahatan yang memerlukan tindakan kepolisian dalam 
menangani kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. 
Adapun upaya represif yang dilakukan adalah: 
 Melakukan penyidikan 
Kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan 
polisi yang dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi 
yang bertugas. Dalam hal pemeriksaan polisi terhadap 
suatu peristiwa kejahatan melalui pemeriksaan 
pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari 
tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengusutan 
secara intensif tehadap tempat kejadian perkara untuk 
mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam 
pemeriksaan suatu kejahatan. 
Setelah proses penyidikan selesai dilakukan, maka 
proses selanjutnya adalah penuntutan, dimana berkas 
yang telah disidik oleh penyidik diserahkan ke jaksa 
penuntut umum untuk urusan selanjutnya. Setelah 
menerima surat pemberitahuan model P-21, maka 
tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ketahap 
58 
 
II. Jika proses penuntutan selesai, penuntut umum 
melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri yang 
berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh oleh hakim 
disidang pengadilan. 
 Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga 
milik Negara yang menjadi tempat para pelaku kejahatan 
dalam melaksanakan hukuman yang diberikan 
kepadanya. Lembaga pemasyarakatan selain berfungsi 
sebagai tempat para pelaku menjalankan hukuman, 
mereka juga disidik dan dibina serta dibekali suatu 
ketrampilan agar kelak setelah mereka bebas, mereka 
menjadi orang yang berguna dan dapat berinteraksi 
kembali dengan masyarakat 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian di 
Kota Maumere adalah faktor kurangnya lapangan pekerjaan, faktor 
lingkungan, faktor iseng atau coba-coba dan faktor pendidikan. 
Faktor kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh 
pemerintah menjadi faktor yang dominan yang mempengaruhi 
terjadinya kejahatan perjudian di Kota Maumere. 
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi 
kejahatan perjudian yang terjadi di Kota Maumere yaitu: 
a. Upaya preventif yaitu upaya penaggulangan yang dilakukan 
untuk mencegah kejahatan yang baru pertama akan dilakukan 
seseorang seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap 
masyarakat dan melakukan razia. 
b. Upaya represif upaya penanggulangan yang memerlukan 
tindakan kepolisisan dalam menangani kejahatan setelah 
kejahatan itu terjadi seperti melakukan penyidikan, dilakukan 
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dengan penuntutan dan proses persidangan terhadap 
terdakwa 
B. Saran 
Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut 
hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan 
pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu: 
1. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
perjudian Kupon Putih, maka diharapkan kepada pemerintah 
setempat untuk menyediakan lapangan pekerja bagi masyarakat, 
agar masyarakat dapat bekerja dan mencari penghidupan yang 
layak. 
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang agar 
dalam menangani kejahatan perjudian bersikap tegas dalam 
memberantas kejahatan perjudian dan tidak terlibat atau menjadi 
becking perjudian Kupon Putih tersebut. 
3. Diharapkan kepada masyarakat bekerja sama dengan instansi 
penegak hukum untuk melakukan sosialisasi hukum. 
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